PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan W.R. Monginsidi No. 69 Telp. {0721) 481166
TELUKBETUNG 35111

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/035 [ B.IIIMHK/2005

IENTANG

PROSEDUR TETAP PENGELOLAAN / PENANGANAN DALAM PROSES
PENETAPAN DAN PENDOKUMENTASIAN NASKAH DINAS
YANG DISUSUN DALAM BENTUK SURAT DILINGKUNGAN

PEMERINTAH PROPINS!I LAMPUNG.

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang a bahwa dalam fangka percepatan proses penelapan naskah dinas
dan terciptanya tertib administrasi  dan alau tala admnistrasi
perkantoran dan kearsipan yang baik, khususnya yang berkenaan
dengan proses penetapan dan pengetolzan naskah dinas yang
disusun dalam bentuk surat, dipandang perlu diatur prosedur tetap
pengeiolaan/penanganan masuk dan keluar sural dalam proses
penetapan dan pendokumentasian nasksh dinas lersebut,

. bahwa sehubungan dengan malsud huruf a tereebut diatas dan agar
pelaksanaan dapal barjalan terlib, lancar, berdayaguna dan berhasil
funa dipandang periu menstapkan prosedur tstap dimalesud daengan
Kepulusan Gubermur Lampung;

Mengingat ; 1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Fembentukan
Daerah Tingkatl Lamping,

¥ Undang-undang Momor 32 Tahun 2003 tentang Pemerlnt=han
Daerah;

3 Undang-undang Momor 43 Tahun 1998 terntang Perubahan Atas
Undang-undang MNomor 8§ Tahun 1974 tentang Polok-pokok
Kepegawaan,

4. Pematuran FPemerintah Momor 30 Tahun 1980 tentang Peraluran
Disiplin Pegawai Megerl Sipil;

5. Peraturan Pemerintah Momor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Provinsl sebagai Daerah Ctonom;

G. Peraturan Deerah Provinsl Lampuig MNomor 15 Tahun 2000
tentang Organisasi dan Tatakera Selretanat Deerah Provinsl dan
Selretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provins Lampurg,



e. Askten Bidang Kesejahtersan Rakyat menangani Naskah dinas yang berisi tugas
kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, kesehatan, pendidikan,
kebudayaan, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat desa dan keluarga berencana.

f.  Askten Bidang Umum menangani Naskah dinas yang materinya menanganl tugas
kepegawalan, hubungan masyarakat, Informasl, komunikasl, perlengkapan,
pendidilan, pelatihan, pengolahan data, statistik, kearsipan, pengawasan dan umum,

g. Naskah dinas yang telah mendapat arshan/disposisi dari Gubemur, Wakil Gubemur,
Sekretarie Daerah, namun pendistribusiannya kelire diharuskan dikoordinasiian [/

dikembalikan kepada unit kerja sesual dengan tugas pokok dan fungsinya, paling
lama 60 Menit,

h. Maskah dinas yang materinya terdapat tugas beberapa asisten, biro, badan dan kantor
agar penyelesalannya dipimpin okeh unit kerfa yang mempunyal tugas pokok
permasalahan tersebut.

PROSEDUR TETAP NASKAH DINAS DALAM SUSUNAN DAN BENTUK SURAT KELUAR

a, Maskah dinas yang telah ditandangani oleh Pejabat sesual dengan jenk dan
kewenangan penandatangan naskah dinas dapat disampalkan kepada yang dituju
dengan mengagendalkan pada agenda surat keluar oleh petugas Tata Usaha dengan
wakiu 30 Menit.

b. Penomoman Naskah dinas surat keluar yang ditandatangani oleh Gubernur, Wakil
Gubermnur, Sekretaris Daerah dan  Asisten dilakukan oleh Biro Umum  dan
Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi dengan memberikan 1(satu) eksemplar
pertinggal/arsip dengan wakiu 30 Menit.

€. Penomoran Naskah dinas surat keluar yang ditandatanganl oleh Gubernur, ‘Wakil
Gubemur, Sekretarls Daerah dan Asiten Sekretarls Daerah pada perangkat daerah
dilakukan oleh Kepale Baglan Tata Usaha/Sekretars/Kasubag TU/Kasubag Umum
dengan memberikan 1{satu) eksemplar pertinggal/arsip dengan wakiu 30 Menit.

d. Bentuk, isi, pengertian dan susunan Naskah dinas menglkutl peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

e, Sebelum penyampalan Naskah dinas harus digandakan dan menyimpan 1 (satu)
eksemplar untuk arsip.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Prosedur tetap naskah dinas yang karena sifat kekhususanya tdak diatur dalam
Kepulusan ini, mengliuti ketentuan-ketentuan vang berlaku.

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

dio

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama Madya

NIP. 460 012 966,



LAMPIRAN 1: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
TANGGAL : G/035/81IL / HK/2005
NOMOR T3 -2 - 2005

PEDOMAN UMUM DALAM PELAKSANAAN PENGELOLAAN / PEHANGAKRAN DALAM PROSES
PENETAPAN DAN PENDOKUMENTASIAN NASKAH DINAS YANG DISUSUN DALAM BENTUK

I

II.

SURAT DILINGKUMNGAN PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG.
upMUM

Maskah Dinas yang disusun dalam Bentuk Sumt Dinas dan merspakan alat komunikasi
kadinasan merupakan salah satu sarana pendukung dalam delancaran  penyelenggaraan
Parmarintahan.

Mengingat pentingnya Maskah Dinas dimaksud miaka dalam rengka tervajudnya tertlh
adminislrasi dan percepatan proses penetapan  rancangan  Maskab Dinas oleb Pefabat
yang berwenang dan pelaksanaan - pendokumentasian guna mempemmudah/mempercepat
penclusuran dan penemuan kembeli Maskah Dinas dimaksud, perlu diatur tata cara
pengelolaan/penanganan masuk den keluar naskah dinas tersebut.

PENGERTIAN.

Dralam lamplran Keputusan inl yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinst adalah Pemerintah Provins! Lampung .
2. Gubermur adalah Gubemur Lampung.,

F. Wakll Gubernur adalah Wakll Gubernur Lampung.

4, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provins]
Lampeng yang selanjutnys disabut DPRD.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretars Daerah Provins] Lampung.

6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provins! Larmpung.

7. Pimpinan Parangkat Daerah adalah Pimipinan Peranglet Daerah Provinsi Lampung.
B. Naskah Dinas adakh alt komunilast kedinasan dalam bentuk tertulis,

9. Maskah Dinos terdi dari
#,  Surat Edaran;

b,  Sumat Blasa;

. ural Kelerangan;

d. Surat Perintah;

c.  Sural izing

d. Surat Perjanjian;

e, Surat Tugas;

f.  Sural Perintah Perjalanan Dinas;

g, Surat Kuasa;

h. Surat Parintah Tugas;

i.  SumtUndangan;

I+ Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;
k. Surat Panggilan;



Mota Dinas;

Mota Pengajuan Konsep Naskah Dinas ;
Lembar Disposisl;
Telaahan Staf;
Pengumuman;
Laporan;
Rekomendasi;
Surat Pengantar;
Telegram;

Berita Daerah;
Berlta Arara;

‘a._

-

gD P O3

I, PROSEDUR PENYUSUNAN

a.

Fimpinan perangkat daerah dapat memprakarsai rentana penyusunan naskah dinas
dalam susunan dan bentuk sesual dengan bldang tugasnya.

MNaskah dinas sebagaimana dimabsud angka 9 diatas, diajukan oleh pimpinan
perangkat daerah melalul Askten yang membldangl untuk mendapat paraf hirarkls
dan atau paraf koordinas! untuk diteruskan kepada Gubemur, Wakll Gubernur dan
Sekretarls Daerah denoan wakiu 60 Menit.

Pengajuan naskah dinas sebagaknana dimaksud huruf a tersebut diatas, dilarnpir
dengan dasar hukum penyusunan naskah dinas dan telahi lengkap dibubuhl paraf
koordinasi f hirarkis Perangkat Daerah terkait.

Setelah naskah dinas selesal ditandatangani oleh Gubernur, Wakll Gubemur dan
Sekretaris Daerah, maka selanjutnya Biro Umum dan Perdengkapan membubuhlkan
Nomor Surat sesual klasifikas! surat dengan waktu 15 Menit.

IV. PROSEDUR TETAP NASKAH DINAS GALAM SUSUNAN DAN BENTUE SURAT MASUK

.

Maskah dinas yang ditujukan kepada Gubemur, Wakil Gubemur dan Sekretarls
Daerah dari Dapartermen, Non Departemen, Lembaga Pemerintah Mon Departernen,
Lembaga Non Femerintah, Kepala Perangkat Daerah dan Masyarakat disampallkan
dan dikelola okzh Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi, dipilah dipilih untuk
selanjutnya didistribusikan kepada Askten yang membidangl dengan waktu 30 Menlt
dan diteruskan kepada Gubemur, Wakil Gubemur, Sekretarls Daerah untuk mendapat
arahan/disposk] dengan waktu 1 x 24 jam

MNaskah dinas kepada Gubemur, Wakil Gubernur, Sekretark Daerah yang telah
mendapat disposis! diterima dan dikelola oleh asistan sesual bidang tugas, wewenang
dan jabatan untuk didistuisbusikan kepada perangkat daerah yang mempunyal twgas
pokok permasalahan/mater dengan waktu 124 jam.

Assten Bidang Pemerntahan menanganl Naskah dinas yang materinya menangani
tugas pemerintzhan, hukum dan organisasi serta kependudukan, transmigrasl,
pertanahan, fingkungan hidup, kesatuan bangsa, perindungan masyarakat dan
ketertiban dan keamanan,

Askten Bidang Ekonoml, Keuangan dan Pembangunan menanganl Naskah dinas
yang materinga menangani tugas produksi, pe-sekonomlan, penataan dan
permantauan  program, kevangan serta  koperasl, perindustrian, perdagangan,
perkebunan, kehutanan, petemakan, kesehatan hewsm, pertanian dan ketahanan
pangan, pertambangan, energl, kefautan, perikanan, promosl, Investasl, kebudayaan,
parhwisata, perhubungan, bina marga, permukdlmian, pengalran, perencanaan
pembangunan, pendapatan dan penelitian pengembangan.



LAMPIRAN II: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
TANGGAL :
NOMOR :

BAGAN ALUR PENANDATANGANAN NASKAH DINAS OLEH GUBERNUR

GUBERNUR e
T i
v
WAKIL GUBERNUR
I |
¢ 220 Menit T—
i
¥
PERANGKAT BIRO-BIRO
DAERAH SETDA PROVINSI —

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Dasrah Provinsi,

dio

ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama Madva
NIP. 460 012 966,



LAMPIRAN III: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

TANGGAL :
NOMOR H
WAKIL GUBERNUR
WAKIL GUBERNUR
i
SEKRETARIS
DAERAH
220 Menit ~=—
ASISTEM
i
PERANGKAT
DAERAH E b
an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,
dto
I
Pembina Utama Madya

NIP. 460 012 966,



LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

SEKRETARIS DAERAH

TANGGAL
NOMOR

SEKRETARIS
DAERAH _“\'

|
|
i
ASISTEN 195 Menlt &'

BIRO-BIRO | /
SETDA PROVINSI

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

dio
Ir. RACHMAT ABDULLAH

Pembina Utama Madya
NIP. 460 012 966.



